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3 BENTUK TIPE SISTEM POLITIK

• Ada 3 bentuk tipe sistem politik yakni : Demokrasi, otoritarian, dan
totalitarian. 

• Perbedaan tipe sistem politik didasarkan pada siapa pemegang kekuasaan
dan bagaimana cara memperoleh dan menjalankan kekuasaan.



DEMOKRASI

• Apabila yang berkuasa dalam suatu negara adalah rakyat maka akan lahir
negara demokrasi. 

• satu prinsip dalam kontrak sosial adalah demokrasi, di mana kekuasaan
tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat walaupun sudah dibagi-bagi
kekuasaannya. 



KARAKTERISTIK DEMOKRASI

• Pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat.

• Pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat.

• Tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang 
lebih utama/tinggi dibandingkan individu lainnya.

• Pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak.

• Pemilu sebagai cara perubahan kekuasaan

• Parpol sbg sarana penyaluran aspirasi rakyat

• Partisipasi sbg pilar demokrasi



NILAI-NILAI DEMOKRASI

• Kebebasan menyatakan pendapat

• Kebebasan berkelompok

• Kebebasan berpartisipasi

• Kesetaraan antar warga

• Kesetaraan gender

• Kedaulatan rakyat

• Rasa percaya (trust) 

• Kerjasama



CIRI-CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

•Pemisahan/pembagian fungsi kekuasaan.

•Pemisahan/pembagian lembaga.

•Jaminan HAM.

•Rule of law, dalam arti adanya supremasi hukum, 
persamaan dalam hukum, dan kontrol sosial.



PRINSIP DEMOKRASI

• BERDASARKAN KONSTITUSI ADA CHECKS AND BALANCES

• PEMILU YANG DEMOKRATIS/ FREE AND FAIR

• DESENTRALISASI KEKUASAAN

• PEMBUATAN KEPUTUSAN PARTISIPATIF &TERBUKA

• SISTEM PERADILAN INDEPENDEN

• PEMBATASAN KEKUASAAN KEPRESIDENAN DG KONSTITUSI

• PERAN MEDIA BEBAS

• JAMINAN BAGI KELOMPOK KEPENTINGAN

• PERLINDUNGAN HAM

• KONTROL SIPIL ATAS MILITER



PENDORONG DEMOKRATISASI

• Merosotnya legitimasi dan dilema kinerja dari rezim otoriter.

• Perkembangan ekonomi dan krisis ekonomi.

• Perubahan keagamaan.

• Kebijakan baru pelaku eksternal melalui penggunaan cara-cara politis, ekonomi, 
diplomatik dan militer untuk mendorong demokratisasi.

• Efek demonstrasi atau efek bola salju.

• Faktor kemauan politik (political will) dari pemimpin politik untuk mewujudkan
demokrasi.(Huntington, 1995 : 56 – 57).

•



I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal, 
Komunis dan Pancasila sebagai berikut :

1. Demokrasi Liberal :

a. Merupakan ciri khas Barat

b. Berfalsafah Liberalisme

c. Menganut asas Individualis

d. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan 
Ekonomi

e. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luas

f. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnya

g. Multi partai

h. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.



2. Demokrasi Komunis :
a. Merupakan ciri khas negara komunis
b. Berfalsafah komunisme
c. Menganut asas negara sentris
d. Mengabaikan HAM
e. Tidak ada kebebasan individu
f. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkan
g. Mono partai
h. Contoh : negara RRC, Kuba

3. Demokrasi Pancasila :
a. Merupakan ciri khas Indonesia
b. Berfalsafah Pancasila
c. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royong
d. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia
e. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab.
f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yang    

disalurkan secara konstitusional
g. Multi partai
h. Contoh Negara Indonesia



SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

• Adalah paham demokrasi yang bersumber 

pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang 
perwujudannya seperti tercantum dalam pembukaan UUD 
1945.



ASPEK-ASPEK DEMOKRASI PANCASILA

• Aspek Formal, aspek yang mempersoalkan proses dan 
tatacara rakyat dlm menunjuk wakil-wakil dalam badan 
prwakilan rakyat.

• Aspek materiil, aspek yang mengemukakan gambaran 
manusia dan mengakui harkat dan martabatnya

• Aspek normatif, aspek yang mengungkapkan seperangkat 
norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria 
dalam mencapai tujuan negara



TOLAK UKUR PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI 
PANCASILA

• 1. Pemerintahan berdasarkan hukum

• 2. Perlindungan terhadap HAM

• 3. Pengambilan keputususan berdasarkan musyawarah

• 4. Peradilan yang bebas dan merdeka

• 5. Partai politik dan organisasi sosial

• 6. Pelaksanaan pemilu



MINGGU DEPAN

SISTEM POLITIK OTORITARIAN DAN TOTALITER


